
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 23.a TAHUN 2017 

TENT ANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan 
yang baik (Good Governance) yang bebas dari 
korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalagunaan 
kekuasaan serta wewenarig, pemerintah telah 
mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara 
negara termasuk di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaporkan 
harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan 
Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sidenreng Rappang; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Dacrah - daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1822}; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nornor 3581); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Korupai 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Nomor 4150); 

4. Undang-Vndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 
l O Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4250); 

5. Peraturan Kornisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara; 



Menetapkan 

. . 

fi. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan �eforrn�si Birokraai Nomor 5 Tahun 20 l2 
tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi At.as 
Keierlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementeriarr/ 
Lcmbaga dun Pemerintah Dnerah; 

'1, Surat Jl;doran Komisi Pemberarrtasan Kcrupst Nomor 
�B-08/01/10/201(., tentang Potunjuk 1'�1mi� 
Penyampaian dan l"'t!n�P.lola,H1 l..,tponm Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negar-a Setelah 
diberlakukannya Pcraturan Kornisi Pernberantasan 
Korupai Nomor 07 Tahun 2016 tentang '1'£th\ Cor,"l 
l'cndaftarn.n, Pengumurnun dan Pemerlksaan Laporan 
Hatta K�kA.ynnn Penyelenggara N�g�u .. -1.; 

IIEMUTUS.KA.N ; 

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA 
QKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUllGAII PEMER.I.NTAH KABUP4'TER 
smENRENO RAPPA.NG 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PHHHl 1 

Dalam Pcraturan Buputi ini y:.u1g dimaksud dcngan ; 
l. Daerah udalah K0hupaten Sidenrcng Rappang, 

2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang; 
3. Laporan Ilarta Kekayaan Penyclcnggar» Negara 

yang sel.anjulny;) disebut LHKPN adalah J')c1fl.Ht' 

seluruh harts kekayann Penyelenggara Negara (PN) 

beserta pasangan dan anak yang masih mcnjadi 

tanggungan yang d1 tuangkan di Pormulir LHKPN 

yang diteiapkan oleh Korrrisi Pemberantasan 
Korupsi untuk selanjutnya disehut KPK. 

4. Pejabo.t WaJib LHKPN adalnh Pejobat di 
Linr.kungon Pemerintan kabupaten Sidenrcng 
Rappang yang wajib mengisl dan mcnyampaikan 

L:F·IKPN. 

BABU 
PENYAMPAIAN LHKPN 

Pasal 2 

Pejabat Wajib LHKPN terdiri atas : 
a. Bupari Sidenreng Rappang; 
b. Wakil Bupati Sidenreng Rappang; 

c. Pejabat Eselon II dan yang disarnakan; 

d. Pejabat Eselon lH dan yang disamaJam;( 



e. Kuasa Pengguna Anggaran; 
f. Pcjaha.t Pembuat Komitmen; 
g. Auditor; 
h. Pejabat Pcnxadaan Barang dan Jasa dengan riilai tertcntu: 

Pu�J 

LHl<t>N disampaikan kepada l{f'K melalui Unit. PtmgP.lola LHKPN Pernorintah 

Kabupurcn l-lidenreng Rnppan�; 

Pasal 4 

Wajib T.,HKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambst 3 

(tiga) bulan setelah : 

a. penaangkatan RP.hag� penyelenggara negara pada saaf pertama kali 
tnP.lljklhat; 

b, pengangkatan kembali scbagai penyelenggara negara �t�l:t.h berakhirnya 
masa jabatan: atau 

c. berakhirnya rnasa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. 

'PR��l J 

Penvelenggara Negara aebagaimrma dimaksud dalam pH:m1 4, wajih 
rnenyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali alas 
harts. kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desembcr dan diKampn.ilc0..11 dalam j,ineka waktu pnli11g Iambat tuu�al 

31 Marel tahun bcrikutny». 

Pasal 6 

Penyarnpaian LHKPN eebagnimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan 
dengan Gura scbagai berikut ; 

.q_ melalui uplikas! c-LHKPN; arau 
I). mengisi formulir LHKPN ii�t1g<:\n format yang ditcntukan oleh KPK dalam 

media pcnyimpanan data dan <lik:irim melalut surat elektronik [e-mail), 
jaaa ekspedisi a tau diserahkari secara langini.ng kepada KPK. 

Pasal 7 
Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 7 huruf b, Ioto kopi tanda terima LI IKPN 

disampaikan kepada unit pengelola LI-IKPN pada Pemerintah Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 
Pasal 8 

Dalam rangka mendukung kelancaran pclaksanaan pcnyampaian LHKPN I 
ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja. 



. . 
BABm 

UNIT PEKGELOLA LHKPN 

Pasal9 

( 1) Untuk mengelola dan rnengkoordinir LI TKPN dibentuk Unit Pcngelola 
LHKPN. 

(2} Unit Pengelola LHKPN sebagaimana drmaksud pada ayat (1 J terdiri dari : 
a. l(oordinator LHKP.N : 

1. S�'kl'eluri9 Dacrah Kabupaten. 

2. Inspektur Kabupatcn. 

b. Admin Instansi : 

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. 
1.:. Admin Uriit Ket'_ia : 

Semua Bid.ang/BAgian yang menangani urusan kepegawaian pada 
setiap Perangkat Dacrah, 

(3) Unit Pengclola LHKPN sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) mernpunyai 
tugas sebagai berikut : 

a. Koordinator LHKI 'N : 

L berkoordmaei dcngan KPK dalarn hal sr:h.flil'\i hm-ikut: 

a). melakukan monitoring dan evaluaai terhadap kepatuhan wajib 
Ll iKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; 

h). melakukan monitoring dan cvaluasi terho.do:p Admin Instanei 

dalam mclakukan pengelolaan LIIKPN. 

c). pcmberian soaialisasl kewajiban LHKPN baik kepada 

penyelenggara Negara niuupun Unit Pcngelola LHKPN. 
2. mengingatkan wajib LHKPN di Iingkungan instanstnya untuk 

mematuhi kcwajiban penyampaian dun pengumurnan LHKPN. 

3. mengusulkan pcnjatuhan Iruk u rnun dii-.iplin bagi pejabat wajib 

LHKPN yang tidak menyampulkan Laporan Harts Kekayaan untuk 
ditetapkan oleh Bupati. 

b. Ad.min Inetanei : 

1. mclakukan valldaei/pemutukhirun tcrhadap data kepegawaian 
mengenai perubahan data wajib LHlO-'N ill Iingkungan instansinya 

(pertama kali rnenjabat rnengalami rmrtasi / promosi / borakhirnya 

jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya 

kembali kepada KPK. 

2. mcnunjuk dan membuat akun adrnin unit. kerja; 
3. pcmbcrian sosialisasi kewajiban LllKPN clan bimblngan teknii:.J 

meugenai tata cara pengisian LIIKPN. Y 

.-- 



.. 
c. Admin Unit Kerja : 

1. rnengelola aplikaai e-LHKPN 

2. mernbuat akun wajib LHK.PN/Pcnyclen�ra Negara 
3. mernbuat dan melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN 

BAB IV 
PERQAWASAN 

Pasal 10 

(1) Atasan langsung �jahi:Ll waiib LI IKPN mcmiliki kewajiban mclakuknn 

pcngawasan secara bcrjenjang dan melakukan evnlusi pelaksanaan 

wajib LHKPN. 
(2) Inspektorat Kabupaten merupakan unit pengawasan internal yang 

melakukan fungai pcngawasan dan pernantauan terhadap 

pengelolaan dan kepatuhan LlTKPN di Iingkungan Perncrintah 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

Pasal I J 

lnspektur Kabuputen bcrtugas : 
a. rnernonitor kepnruhan penyampaian dan pengurnurnan LIJ KPN 

serra kcpatuhan pejabat wajib LHKPN untuk bereedia dipcriksa 
harta kekayaannya; 

b. berkoordinasi dengan koordinator pcngelola LHKPN dalam rangka 
pelaksanann rugas sebngairnana dimaksud puda huruf u.; 

e. mcnindaklanjuti rekomcndasi KPK mengenai pendaftaran d .. 1.n 
perneriksaan LHKPN yang rneliputi : 

1. data mengenai kepatuhan peiabat wajib I,HKPN dalam 
rncnyampaikan dun mcngumumkan LIJKPN kepada Komisi 

Pt: 111 berantas:m Korupsi: 
2. haail pernerikaaan LIIKPN; clan 
3. hal-hal lain yang terkait dengan LHKPN. 

d. Menyampaikan laporan setiap akhlr tahun rnengenai pelaksanaan 
tugaa duri koordinator kepada Bupati dcngan mcmberikan 
tembusan kepada Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi, dan KPK. 

BABV 
SANKS! 

Pasal 12 

(1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Ncgeri Sipil jika tidak 

meny�paikan LHKPN, sebagalmana dimaksud dalarn pasal 2 diberikan f 
sanksi berupa : 



' . ' 
' , 

a. Penundaan tambahan penghasilan pegcwai (TPP) sebagaimana yang 
diatur oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; 

b, Tidak dapat diikutkan dalam promosi ja hatun/lclang jabatun. 

BAB VI 
TATA CABA PENJATUHAN SANKSl 

Pasnl 13 
( 1) Sebelum menjatubkan sanksi diaiplin ecbagairnanu dirnaksud dalam 

pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut : 

a. Diberikan peringatan secara tertulis scbanyak 3 (tiga] kali dengan 
masing-rnaaing tenggan waktu surat selarna I (satu) bulan; 

b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHI\.'PN, maka 
kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi scbagairnana 
dimaksud dalam pasal 12. 

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam paaal 12 
dan paaal 13 �tyHI. (1) dilakukan pcmeriksaan terlebih dahulu oleh 

Inspektorat Kabupaten scsuai dengan prosedur sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketenl'l.ia.n pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 5� Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri SipiJ, 

BAB VII 
KBTENTUAN KHUSUS 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 

a. terhadap penvelenggara N�gara yang sudah pernah menyampaikan 
J.,HKPN dengan Formulir LHKPN Mudel k"PK-A atau Formulir LHKPN 
Model KPK-B, serta : 

1) merigalarni perubahan jabatan atau 

2) mempunyai kewajiban mcnyarnpuikan kembali LHKPN, tidnk perlu 
menyarnpaikan LHKPN pada tahun 2017; dun 

b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun Q018, harta kekayaan yang 

dilaporkan merupakan harts kekayaan sampai dengan tanggal 
3 l Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK puling lambat padaj 

tanggal 31 Maret 2018. 0 



r , . 

KETENTUAN J>ENUTUP 
Pas.,<tl 15 

Peraturan Bupati Inl mulai herlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupatt ini dengan pencrnpatannya dalern nt:ril..-1_ Daerah Kabupatcn 
Sidcnreng Rappang. 

SIDENRENG RAPPANG 'fAHUN 2017, 

---··-------, ASISTEN ADM. UMUM 
KEPALA. BPKD 

----- .J'..WIIQ , .... _._ ,..�--� 
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